
S A L I N A N 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H  L A U T 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 38 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 221 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN  

PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PUSKESMAS  

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT 

 YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana disebutkan 

dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau 

dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan 

pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, 

penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari 

yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan 

Kelima Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 

Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit 

Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

 

Mengingat 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
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Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4400); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor  144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4502) sebagaimana telah  diubah  

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun  2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5372); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 
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M E M U T U S K A N: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 221 TAHUN 2019 

TENTANG TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN 

TERPADU PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN 

TANAH LAUT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun 2019 

tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas 

Kesehatan Kabupaten Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 221), diubah 

sebagai berikut: 

 

Pasal 34 

 

(1) Penerimaan seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD Unit Pelayanan 

Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan dan disetorkan oleh Bendahara 

Penerimaan BLUD.  

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan 

langsung oleh BLUD Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas 

Kesehatan sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Bisinis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.   

(3) Setiap awal Tahun Anggaran Kepala Puskesmas mengajukan Rencana 

Bisnis Anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan 

penggunaan biaya operasional dan jasa pelayanan kepada Bupati. 

(4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Unit Pelayanan 

Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan yang tujuannya untuk 

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Pegawai Puskesmas, untuk 

jasa pelayanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan oleh Tim dan 

ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas. 

(5) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan Puskesmas yang 

tidak mencukupi dari penerimaan BLUD Unit Pelayanan Terpadu 

Puskesmas Dinas Kesehatan, ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas 

usulan Kepala Puskesmas. 

(6) Dalam hal kondisi geografis Puskesmas yang memiliki jarak bervariasi 

dengan Bank Kalsel terdekat, maka diberikan batas waktu penyetoran 

penerimaan adalah sebagai berikut: 

a. Kategori I : Selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja, meliputi: 

1. Puskesmas Pelaihari. 

2. Puskesmas Angsau. 

3. Puskesmas Bati Bati. 

4. Puskesmas Asam Asam. 

5. Puskesmas Takisung. 
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b. Kategori II : Selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja, meliputi: 

1. Puskesmas Tambang Ulang. 

2. Puskesmas Panyipatan. 

3. Puskesmas Sungai Riam. 

4. Puskesmas Tirta Jaya. 

5. Puskesmas Jorong. 

6. Puskesmas Tajau Pecah. 

7. Puskesmas Durian Bungkuk. 

8. Puskesmas Bentok Kampung. 

c. Kategori III : Selambat lambatnya 4 (empat ) hari kerja, meliputi: 

1. Puskesmas Kintap. 

2. Puskesmas Sungai Cuka. 

3. Puskesmas Bumi Makmur. 

4. Puskesmas Padang Luas. 

5. Puskesmas Kurau. 

6. Puskesmas Kait Kait. 

7. Puskesmas Tanjung Habulu. 

8. Puskesmas Batakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

          Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 25 Maret 2022 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

        H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 25 Maret 2022 

 

  SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

  Ttd 

 

        H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 38 


